BAB IV

ANALTSIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PENDAFTARAN
SERTIFIKAT TANAH WAKAF OLEH BPN
(Studi Kasus Di Yayasan Darul Hikmah Kelurahan Kebonsari

Kecamatan Jambangan Surabaya)

A. Analisis Terhadap Penolakan Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf oleh
BPN di Yayasan Darul Hikmah Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Surabaya
1. Prosedur dan Tata Cara Mewakafkan di Kantor Urusan Agama

Sebelum melaksanakan ikrar wakaf, PPAIW Kecamatan Wonocolo yang
pada waktu itu dijabat oleh Ali Imron terlebih dahulu meneliti beberapa hal
yang berkaitan dengan pelaksanaan ikrar wakaf Yaitu meneliti kehendak
calon wakif, tanah yang hendak diwakafkan, meneliti para nazir dan para
saksi.

a. Wakif
Dalam pelaksanaan ikrar wakaf untuk tanah yang sekarang berdiri atas
nama Yayasan Darul Hikmah ini, yang bertindak mendafarkan tanah
wakaf tersebut adalah:
Nama : Muhamad Mudhofar
Tempat dan tanggal lahir - Jombang, 17 Agustus 1950
Agama : Islam

Pekerjaan : Lurah Kebonsari
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Jabatan : Lurah Kebonsari

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal :J1. Gayungan PTT No. 51 Wonocolo Surabaya
Sebagai : Lurah Kebonsari

Oleh karena perwakafan ini sudah terjadi sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah, sebagaimana dalam pasal 15 ayat 3 Permenag No. i
Tahun 1977 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No, 28
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka Kepala Desa/Lurah
berkewajiban  untuk mendaftarkannya kcpada KUA sctcmpat. Hal ini
dilakukan karena ahli waris tidak ada dan orang yang menerima wakaf
tersebut tidak mau mendaftarkannya. Karena pada tanggal 11 April 1979
pihak yang menerima wakaf yaitu Pengurus Takmirul Masyd Kebonsari
Worocolo Surabaya telah menyerahkan hak pengelolaan kepada Pengurus
Yayasan Darul Hikmah. Dalam hal ini Pak Mubamad Mudhofar selaku

Lurah Kebosari mendafiarkan tanah tersebut yang merupakan wakaf dar::

Naina : Kyai Daris
Tempat tinggal : Masjid Kebonsari

Yang diwakafkan pada tahun : 1905 M.
Hal ini berdasarkan Surat Pernyataan bersama yang dibuat pada tanggal 26

Maret 1976.
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b. Meneliti para nazir
Nazir untuk pelaksanaan wakaf tanah di Yayasan Darui Hikmah

beranggotakan 5 (lima) orang yaitu:

1) Nama lengkap : Dr. KH. Sjechul Hadi Permono, SH. MA
Tanggal lahir/umur : 53 Tahun
Agama : Isiam
Pekerjaan : Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tcmpat tinggal Jl. Kcbomsari Tengah 71 Wonocolo
Surabaya

Jabatan dalam nazir sebagai: Ketua I Yayasan Darul Hikmah Surabaya

2) Nama lengkap : Drs. Fauzan Sjathiby
Tanggal lahir/fumur : 48 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Kewarganegaraz:m : Indonesia
Tempat tinggal ‘Kembang Kuning Kulon 11227
Surabaya

Jabatan dalam nazir sebagai:Sekretaris I Yayasan Darul Hikmah
Surabaya
3) Nama lengkap : Drs. H. Abdurrahman Muhdi

Tanggal lahir/umur : 48 Tahun



Agama
Pekerjaan
Kewarganegaraan

Tempat tinggai

71

. Islam
: Guru
: Indonesia

: Wonokromo Pasar G.1I/17 Surabaya

Jabatan dalam npazir sebagai:Sekretaris II Yayasani Darul Ilikmah

4) Nama lengkap
Tanggal lahir/umur
Agama
Pekerjaan
Kewarganegaraan

Tempat tinggai

Surabaya
: H. Mohamad Sukadi
: 52 Tahun
: Islam
: Swasta
: Indonesia

: J1. Petemon Barat No. 253 Surabaya

Jabatan dalam nazir sebagai:Bendahara II Yayasan Darul Hikmah

lh
N

Nama lengkap

Tanggal lahir/umur

Agama
Pekerjaan
Kewarganegaraan

Tempat tinggal

Jabatan dalam nazir sebagai

Surabaya
: M. Thosim Alwz

. 58 Tahui
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Sebelum melakukan ikrar wakaf, para nazir terlebih dahulu disahkan
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf wilayah Kecamatan Wonocolo Bapak Ali Imron. Para nazir
disahkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 1992. Daiam pelaksanaan ikrar

wakaf, para nazir diwakili oleh Dr. KII. Sjechul IIadi Permono, SII. MA.

. Meneliti kehendak dan latar belakang wakif

Calon wakif yang melaksanakan ikrar wakaf ini adalah seorang Lurah
Kcbonsari, yang berkewajiban untuk mendaftarkan tanah yang dikctahui
bahwa tanah tersebui adalah tanah wakaf. Yang mana ianah tersebui
diperuntukkan untuk tempat beribadah dan sarana pendidikan. Sehingga
perlu untuk melegatkan tanah tersebut agar tidak terjadi  sengketa

dikemmudian hari.

. Meneliti keadaan tanah yang hendak diwakafkan

Tanah yang hendak diwakafkan tersebut harus tidak dalam sengketa,
ikatan, sitaan, dan tidak digenakan sesuate jaminan piutang kepada
Pemerintah dan perorangan yang diketahui oleh Kepala Desa. PPATW juga
berkewajiban untuk mengecek terlebih dahulu sertifikat tanah yang hendak
diwakatkan pada Kantor Pertanahan setempat. Tanah yang hendak
didaftarkan wakaf adalah tanah yang berdasarkan gambar situasi kasar No.

62/1979/1980, tanah tcrscbut mcrupakan pcnguasaan ncgara bekas Hak
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Eigendom Verponding No. 7159 sisa yang luasnya + 13.000 m2, yang
terletak di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Wonocoio Surabaya. Adapun
batas-batas tanah ini adalah sebagai berikut;

Sebelah timur  : Bendar Ji. Kebonsari Tengah

Sebelah barat  : Jalan Kebonsari Raya

Sebelah utara  : Jalan Kebonsari Manunggal

Sebelah selatan : Tanah Sdr. Sumardjo, Tanah Sdr. M. Yasin S

Tujuan wakaf yang diinginkan
Dalam pelaksanaan wakaf ini tujuannya adalah untuk keperiuan

masjid, pondok pesantren dan madrasah.

Meneliti para saksi

Pelaksanaan iksar wakaf disaksikan oleh para saksi, yaitu:

1} Nama lengkap : Achmad Farikh
Tanggal lahir/uniur : 17 Nopember 1956
Apama : Islam
Pekerjaan o PNS Karyawan Sekretariat DPRD Tk I
Jatim
Jabatan : Notulis Komisi B

Kewarganegaraan : Indonesia
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Tempat tinggal JI. Raya Kebonsari 35 Wonocolo

Surabaya
2) Nama lengkap : Abd. Rochim

Tanggal labir/umur : 17 Maret 1934

Againa : Islam

Pekerjaan : PNS Depdikbud

Jabatan : Kepala SDN

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal :Kewargancgaraan  G.II/6  Wonocolo
Surabaya

Para saksi yang dihadirkan berasal dari warga sekitar Kebonsari
Wonocolo, yang mana para saksi tersebut memang mengetahui dengan
Jelas bagaimana keadaan tanzh yang hendak drwakafkan tersebut. Selain
itu, saksi yang bermawa Abd. Rochim merupakan wakil dari Pengurus
Takmirel Masjid Kebonsari Wonocols, yang dahuhe pada tanggal 11 April
1975 menyeralikan hak pengelolaan tanah wakaf kepada pengurus Yayasan
Darel Hikmah. Yang mara pada penyerahan tersebut dinyatakan bahwa
tanah wakaf tersebut merupakan tanah negara, seésuai dengan surat
keterangan pendaftaran tanah dari Kepala Sub Direktorat Agraria
Kotamadya Surabaya tanggal 14 April 1978 No. 637

saksi tersebut adalah orang yang mempunyai kapasitas untuk memberikan

cu

kesaksian. Kctentuan mengenai saksi, ditctapkan berdasarkan hukum Al-
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Quran seperti yang difirmankan oleh Allah dalaim surat Al-Baqaiah ayat

282 yang berbunyi:

-
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Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki. maka (boleh)
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil: dan Janganlah kamu jemu
menulis utang itu, baik kecil maupuii besai sampai batas waktu
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan
lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali
Jika muamalah it perdagangan tunai yang kamu jalankan di
antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. Dan persaksikaniah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit-menynlitkan. Jika kamu
lakukan (yang demikian), maka sesun chinya hal itu adalah
suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah;
Allah  mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui  segala

S€SZ!£!!Z!5 .

%0 Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya,....... 70.
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Setelah semua persyaratan administrasi dipenuhi dan PPAIW telah
meneliti semua kelengkapannya. Maka setelah itu para pihak
mengucapkan ikrar wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan
PPAIW. Pengucapan ijkrar wakaf harus mencakup identitas yang
mendaftarkan  wakaf, pemnyataan kehendak, identitas tanah yang
diwakafkan, tujuan yang diinginkan, identitas nazir, identitas para saksi
yang berjumlah 2 orang dan identitas mengenai wakif. Ikrar wakaf harus
diucapkan secara jeias dan tegas oleh para pihak dan dituangkan di Akia
Pengganti Akta Ikrar Wakaf olch PPAIW untuk mcmpcerolch  bukti
autentik. PPAIW menerbiikan Akia Pengganii Akta Ikrar Wakaf karena
wakif sudah meninggal dunia dan tidak diketahui keberadaannya.

Kemudian olch PPAIW Akta Pengganti Akta Tkrar Wakaf ini dibuat
rangkap 3 (tiga} : lembar pertama disimpan oleh PPAIW, lembar kedua
dilampitkan  pada  swal  permohopan pendaftaran  kepada
Bupati/Walikotamadya Kepala daerzh cq. Kepala badar Pertanahan
Nasional Kabupaten, lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang
mewilayahi tanah wakaf tersebut. PPAIW juga harus membuat salinan
akta pengganti akia ikrar wakaf rangkap 4 (empat): salinan lembar pertama
disampaikan kepada wakif ahli warisnya, salinan lembar kedua
disampaikan kepada nazir, salinan lembar ketiga dikirim kepada

Kandepag, salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang
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mewilayahi tanah wakaf tersebut. Dikarenakan ahli warisnya tidak ada
maka salinan akta pengganti akta ikrar wakaf dibuat 3 (tiga).

Pelaksanaan ikrar wakaf yang dilakukan di KUA Kecamatan/ PPAIW
tidak memungut biaya apapun, kecuali untuk biaya materai sebesar

Rp.1000,00 untuk dibubuhkan dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf,

2. Pendafiaran dan Pencatatan Tanah Wakaf di BPN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tamah pasal 9 ayat 1b mcnjclaskan bahwa tanah wakaf
merupakan salah satu obyek pendafiaran tanah. Disamping bidang-bidang
tanak yang dipunyai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak
pakal, tanah hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun, hak
tanggungan dan tanah negara.
Dailam proses pendafiaran tanah wakafl ke BPN periu dibukiikan deiigan
Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf selakn obyeknya. Karena wakaf terjadi
ika diucapkannya ikrar wakaf didepan PPAIW dan dibukiikan engan Akia
Pengganti Akta Tkrar Wakaf yang dibuat dihadapan PPAIW tersebut. Adapur
tujuan melakukan pendafiaran wakaf ini adalah untuk tertib adminisirasi.
Pendafiaran tanah wakaf di Yayasan Darul Hikmah, yang melakukan
pendafiaran adalah Dr. KII. Sjechul Iladi Permono, SII. MA selaku nagzir.

azir melakukan pendaflaran tanah wakaf ke BPN 7 hari setelah

Z

dikcluarkannya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf olch KUA Woncolo
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hari Rabu 13 Mei 1992 dan mendafiarkan ke BPN pada hari Kamis tanggal 21

Mei 1992. Permohonan pendaftaran tanah ini dituyjukan  kepada

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah ¢q. Kepala Subdit Agraria

Kabupaten/Kotamadya Surabaya, bertujuan supaya dapat dicatat pada buku

tanah dan sertifikatnya, yang dilampiri dengan:

a. Surat Permohonan konversi/penegasan hak.

b. Bukti kepemilikan tanah yaitu berupa Gambar Situasi Kasar
N0.62/1979/1980°".

c. Fotokopi identitas (KTP) yang mcndaftarkan wakaf { Lurah Kcbonsari) dan
nazir (Dr. KH. Sjechul Hadi Permono, SH. MA).

d. Akta Pengganti Akta Tkrar Wakaf.

¢. Surat Pengesahan nazir.

Persyaratan-persyaratan  sebagaimana  diatas dipergunakan  untuk

kegtatan-kegiatan:

2. Pengekuran bidang tanah untuk kepertuan tertentn

0. Pendafiaran hak baru berdasarkan alat bukii sebagaimana dimaksud dalam
pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997

c. Pendaflaran hak lama sebagaimana dimaksud pasail 24 PP No. 24 Tahun

1997

*! Data yang diperoleh dari gambear situasi kasar No. 62/1979/1980 yang dikeluarkan oleh
Walikoia Kepala daerah Tingkat I Surabaya Kepala Kantor Agraria, mieo.
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Kemudian Kepala Kantor Pertanahan memeriksa surat permohonan dan
kelengkapan persyaratannya. Salah satu dokumen persyaratannya adalah Akta
Pengganti Akta Ikrar Wakaf Yayasan Darul Hikmah. Sebagaimana dalam PP
No. 28 Tahun 1977 pasal 4 dijelaskan bahwa tanah yang dapat diwakafkan
adalah harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari
segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara. Yang dimaksud dengan hak
milik adalah hak atas tanah yang berbeda dengan hak-hak atas tanah yang iain,
secara hakiki tidak terbatas jangka waktunya. Maka jika tanah yang
diwakatkan itu bukan hak milik, maka tanah tcrscbut harus ditingkatkan
statusnya lebih dahulu menjadi hak milik>?.

Tetapt pendafiaran tanah ini membuahkan hasil, permohonan konversi
oleh nazir dikabulkan oleh Menteri Agraria Nasional pada tahun 1993 dengan
diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan. Sehingga tanuh Yayasan Darul
Hikmah memiliki kejelasan hukum wengenal pemilikan tanah. Karena

berdasarkem pasal 49 ayat } UUPA bzhwa hak milik tanah badan-badan

pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam

bidang keagamaan dan sosial.

% Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia “Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya " Jilid 1, (Jakarta: Djambatan, 2005), 346.
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B. Analisis Terhadap Status Tanah Wakaf Setelah Penolakan Pendaftaran
Sertifikat Tanah Wakaf di Yayasan Darul Hikmah Oleh BPN

Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam
Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi

sekaligus, yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi
karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan dalam
kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (wagqif)
mendapat pahala dari Allah SWT karena ment;laﬁ perintahnya. Dimensi sosial
ekonomi karena syariat wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dimana
kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan yang telah membantu
sesamanya untuk saling tenggang rasa. Wakaf merupakan sebuah amalan
wakif yang tidak akan terputus sampai ia meninggal dunia, sebagaimana

dalam hadis nabi yang berbunyi:

Syl & 5y 36 elog e aln Lo o G,z 3 Jus o5 b of 2
2% oo g 51y a2 e 5 agls B s ) K e Yy e 4% gz
Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. (katanya) : Sesungguhnya Nabi SAW.
bersabda : Apabila manusia sudah mati, maka putusiah amalnya

kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah Jariyah, atau ilmu yang

dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendoakannya." (HR.

Muslim) >3

3 As Shan‘ani. Subulus Salam 111. Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulus Salam I,
Surabaya: Al-Ikhias, 1995), 311.
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Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau
badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam>*. Seseorang dapat
melakukan wakaf apabila rukun-rukun wakaf telah terpenuhi. Rukun-
rukunnya adalah ada orang yang mewakafkan (wakif), harta yang diwakafkan
(maukuf), orang yang diserahi wakaf / tujuan wakaf (maukuf ‘alaih) dan
pemyataan wakif untuk mewakafkan hartanya (8igat). Tetapi yang terjadi di
Yayasan Darul Hikmah, harta yang dipergunakan dalam wakaf adalah bukan
tanah milik si wakif melainkan tanah negara yang berstatus hak Eigendom
Verponding. Sedangkan salah satu syarat harta yang diwakafkan adalah benda
yang diwakafkan telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadinya akad

wakaf. Hal ini berdasarkan dalam hadis Rasulullah, yang berbunyi:

P
z
‘. -
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* Dirjen, Kompilasi Hukum Islam, ... ... 213.
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Artinya: "Di riwyatkan dari Ibnu  Umar ra : ‘Umar ra. pernah
mendapatkan bagian kebun (dari hasil rampasan perang) di
Khaibar, lalu dia menghadap Nabi SAW, untuk memohon Jatwa
tentang kebun itu. Dia berkata, “ wahai Rasulullah, saya
mendapatkan bagian kebun di Khaibar, yang belum pernah saya
mendapatkan suatu harta yang lebih berharga daripada kebun it.
Maka, apakah yang harus saya lakukan terhadap kebun itu. Beliau
bersabda,  jika kamu mau, wakafkanlah kebun it dan
sedekahkanlah hasilnya!”  kemudian Umar menyedekahkanhasil
kebun itu. Sedangkan kebunnya tidak dijual, tidak dibeli, tidak
diwariskan, dan tidak dihibahkan, Selanjutnya, dia berkata, “Umar
menyedekahkan hasil kebun itu kepada orang-orang fakir, kaum
kerabat, budak, sabilillah (dijalan Allah), ibn sabil musafir dan
tam’ i. Tiada berdosa orang yang mengurusinya untuk memakan
sebagian dari penghasilan wakaf itu dengan cara baik atau memberi
makan kawannya tanpa menganggapnya sebagian harta miliknya
sendiri  (tidak sewenang-wenang mempergunakannya  seperti
miliknya sendiri ."(HR. Muslim)*®

Begitu juga pendapat para ulama dari berbagai ulama pengikut imam
mazhab menjelaskan bahwa yang boleh menjadi wakif (yang memberi wakaf)
adalah orang yang memiliki harta dan tidak dalam tanggungan seperti hutang

atau gadai®’.

% Imam Abi Husain Muslim Bin al-Hajjaj al Qusyairiy al-Nasaibury, Sahih Muslim, Juz 11
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 206 H/161 M), 1255.

* Al-Hafiz Zaki al-Din Abd. Al-Azim al-Munzir, Ringkasan Sahih Muslim, Cetakan L
(Bandung: Mizan, 2001), 539..
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Untuk itu dalam melakukan perwakafan perlu untuk didaftarkan, supaya
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Meskipun dalam
pendapat ulama mazhab menjelaskan bahwa pelaksanaan perwakafan tidak
terikat dengan birokrasi atau administrasi. Sebab harta yang diwakafkan
sepenubnya milik Allah. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan harta wakaf
menurut KHI yang mensyaratkan bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan
kepada pejabat yang berwenang. Dalam pasal 224 KHI menyebutkan bahwa
fungsi pendaftaran benda wakaf ini pada prinsipnya adalah untuk memperoleh
kepastian hukum dan jaminan mengenai benda yang diwakafkan. Tetapi hal
ini digiyaskan dengan dasar Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 yang

berbunyi:
986 ez Jol ) 3% 205 1) 15T 20 G

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

58
menuliskannya”.

Untuk itulah mendafiarkan wakaf kepada pihak yang berwenang sangat
penting. Yaitu untuk mendapat pengakuan secara hukum. Hal inilah yang
dilakukan oleh nadir Yayasan Darul Hikmah, yaitu mendaftarkan tanah wakaf

kepada BPN guna untuk mendapatkan sertifikat. Hanya saja dalam

* Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahnya,........ 70.
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pendaftaran ini, nadir tidak mendapatkan sertifikat tanah wakaf Karena
persyaratan perwakafan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat rukun
wakaf. Yaitu terkendala pada kepemilikan tanah tersebut. Tetapi hal ini bukan
berarti tanah tersebut tidak bisa mendapatkan legalitas. Pada tahun 1993,
konversi yang dilakukan pengurus Yayasan Darul Hikmah dikabulkan oleh

Menteri Agama dengan diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan.

- Analisis Penyelesaian Terhadap Penolakan Pendaftaran Sertifikat Tanah
Wakaf oleh BPN di Yayasan Darul Hikmah Kel Kebonsari Kec.

Jambangan Surabaya.
Sebagaimana penjelasan diatas, diketahui bahwa alasan BPN untuk tidak

menerbitkan sertifikat wakaf adalah bahwa tanah tersebut berstatus tanah
negara bekas hak Eigendom Verponding No. 7159 sisa. Sesuai dengan data
yang ada dalam BPN, bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Mr. Daron
Baut.

Dalam ketentuan-ketentuan konversi pasal 1 dinyatakan bahwa hak
Eigendom atas tanah semenjak berlakunya UUPA berganti menjadi hak milik,
kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam
pasal 21 UUPA. Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan hak milik dalam
pasal 21 adalah:

(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai
hak milik dan syarat-syaratnya.

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh
hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena
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perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak
milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-
negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun
sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika
sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak
tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
berlangsung.

(4) Selama sescorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak
milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Untuk itu orang-orang atau badan hukum yang tidak memenuhi persyaratan di

atas maka hak tersebut hapus secara hukum. Sehingga hal ini berdampak

terhadap hak kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Mr. Daron Baut, yaitu
tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara.

Tanah eigendom semenjak berlakunya UUPA dikonversi menjadi hak
milik. Yang dimaksud dengan konversi disini adalah perubahan hak-hak lama
menjadi hak-hak baru dengan membuat buku tanah serta sertifikatnya.
Sedangkan yang dimaksud dengan verponding adalah bukti pemungutan pajak
tanah milik hak barat (istilah sekarang PBB).

Semenjak berlakunya UUPA 'ini, penegasan konversi diwajibkan.
Penegasan hak terhadap tanah bekas hak barat berlaku selama 20 tahun sejak
dikeluarkan UUPA yaitu paling akhir 24 September 1980, maka dapat

dikonversi menjadi Hak Milik. Pengajuan permohonan yang telah lewat

jangka waktu tersebut maka dapat dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan,
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Hak Pakai atau Hak Guna Usaha*. Dikarenakan permohonan konversi yang
dilakukan nazir telah melewati jangka waktu tersebut dan tanah di Yayasan
Darul Hikmah telah berdiri masjid, pondok pesantren dan lembaga pendidikan
maka sebagaimana dalam pasal 49 ayat 1 yaitu hak milik tanah badan-badan
keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang
keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin
pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam
bidang keagamaan dan sosial. Sehingga pada tahun 1993 diterbitkanlah
sertifikat Hak Guna Bangunan.

Dalam aturan perwakafan tanah milik yang diatur dalam pasal 49 UUPA
yang ditegaskan lagi dalam pasal 4 PP No. 28 Tahun 1977 bahwa tanah yang
dapat diwakafkan terbatas pada tanah yang berstatus Hak Milik. Selain itu
tanah hak milik yang diwakafkan itu pun harus bebas dari segala beban ikatan,
Jaminan dan sita dan sengketa.

Berdasarkan hal itulah pendaftaran sertifikat tanah wakaf ini tidak dapat
dilakukan. Karena kepemilikan tanah tersebut bukan milik si wakif melainkan

tanah negara, yang belum pernah dimohon kepemilikannya oleh siapapun.

* Efendi Perangin, Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 6.



